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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Teluk Kecimbung, 16 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan

Tingkat  Atas,  tempat  kediaman  di  Teluk

Kecimbung  Kecamatan  Bathin  Viii  Kabupaten

Sarolangun, sebagai  Pemohon;

MELAWAN

Termohon, tempat  dan  tanggal  lahir  Terawas,  28  November  1996,

agama  Islam,  pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,

Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,

tempat  kediaman  di  Teluk  Kecimbung

Kecamatan Bathin  Viii  Kabupaten  Sarolangun

Provinsi Jambi, sebagai  Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2024

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 03

Juli  2024  dengan  register  perkara  Nomor  197/Pdt.G/2024/PA.Srl,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad pernikahan

pada  hari  Rabu  12  Agustus  2020,  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat
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Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi

Rawas    Provinsi  Sumatera Selatan,  sesuai  Kutipan Akta Nikah Nomor

XXX/013/VIII/2020 Seri  AD No. Perforasi  100299763, tanggal  12 Agustus

2020;

2. Bahwa  setelah  akad  pernikahan  dilangsungkan,  Pemohon  dengan

Termohon bertempat tinggal dirumah sendiri  selama 3 Tahun,  dan telah

bergaul sebagaimana layaknya suami istri ( ba’da dukhul ) dan dikaruniai 1

orang anak yang bernama:

1. Anak, umur 3 Tahun;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan

harmonis, akan tetapi sejak bulan  17 September tahun 2023 ketentraman

dan kedamaian rumah tangga mulai goyah antara Pemohon dan Termohon

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

a. Bahwa yang termohon pergi  meninggalkan rumah untuk yang ketiga

kali;

4. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dan

Termohon  terjadi  pada  tanggal 17  November  2023 yaitu  Pemohon

memberikan ucapan talak kepada termohon;

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara

Pemohon  dan  Termohon  mengakibatkan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan

untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan

Termohon agar rukun kembali akan tetapi belum berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil  di  atas, telah cukup alasan bagi  Pemohon

untuk mengajukan Cerai talak ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Sarolangun  kiranya  berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa  Pemohon  sanggup  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul  akibat

perkara ini;
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Bahwa berdasarkan dalil-dalil  tersebut  di  atas,  maka  Pemohon mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Sarolangun cq.  Majelis  Hakim  untuk

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  dan  selanjutnya  dapat  memutuskan

sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak Tiga

raj’i  terhadap Termohon (Termohon) di  depan sidang Pengadilan Agama

Sarolangun;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati

Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan

kembali  membina rumah tangga dengan baik  dengan  Termohon akan tetapi

tidak berhasil;

Bahwa  karena  Termohon tidak  pernah  hadir  di  persidangan,  maka

mediasi  atas  perkara  ini  tidak  dapat  dilaksanakan,  olehnya  itu  pemeriksaan

perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan

membacakan  surat  permohonan  Pemohon yang  isi  dan  maksudnya  tetap

dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka

jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa  untuk menguatkan dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon telah

mengajukan bukti berupa:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.  Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang

dikeluarkan oleh  Pegawai Pencatat Nikah  Kantor Urusan Agama  STL

Ulu  Terawas  Kabupaten  Musi  Rawas,  Provinsi  Sumatera  Selatan,

Nomor 0157/013/VIII/2020 Seri  AD No. Perforasi  100299763, tanggal

12 Agustus 2020 (P);

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan

aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah

dinazegelen;

B.  Saksi:

1. Saksi  I,  umur  52 tahun (adalah ayah kandung Pemohon), di  bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi

adalah ayah kandung Pemohon;

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri  yang menikah

sekitar tahun 2020;

 Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dengan  Termohon  bertempat

tinggal  di  rumah sendiri  selama 3 (tiga)  tahun   sampai  mereka

berpisah; 

 Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  Pemohon dengan  Termohon

telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri  dan telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

 Bahwa  Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama

atau berpisah selama kurang lebih 8 bulan terakhir;

 Bahwa  Saksi  mengetahui  sendiri  bahwa  Pemohon  dengan

Termohon sering bertengkar sejak bulan September 2023 yang lalu;

 Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  karena  masalah

Termohon tidak merasa puas dengan nafkah yang diberikan oleh

Pemohon,  Termohon selalu  merasa kurang dengan nafkah yang

diberikan Pemohon ;
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 Bahwa  Termohon  pergi  meninggalkan  Pemohon  dan  pulang  ke

rumah orangtuanya, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon

sudah tidak saling pedulikan lagi;

 Bahwa  pihak  keluarga  Pemohon  dan  Termohon  telah  berupaya

mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi  II,  umur  74  tahun  (kakek  Pemohon), di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi

adalah kakek Pemohon;

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri  yang menikah

sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;

 Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dengan  Termohon  bertempat

tinggal  di  rumah sendiri  selama 3 (tiga)  tahun   sampai  mereka

berpisah; 

 Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  Pemohon dengan  Termohon

telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri  dan telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

 Bahwa  Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama

atau berpisah selama kurang lebih 8 bulan terakhir;

 Bahwa  Saksi  mengetahui  sendiri  bahwa  Pemohon  dengan

Termohon sering bertengkar sejak bulan September 2023 yang lalu;

 Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  karena  masalah

Termohon tidak merasa puas dengan nafkah yang diberikan oleh

Pemohon,  Termohon selalu  merasa kurang dengan nafkah yang

diberikan Pemohon ;

 Bahwa  Termohon  pergi  meninggalkan  Pemohon  dan  pulang  ke

rumah orangtuanya, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon

sudah tidak saling pedulikan lagi;

 Bahwa  pihak  keluarga  Pemohon  dan  Termohon  telah  berupaya

mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa  Pemohon menyampaikan  kesimpulan  yang  pada  pokoknya

tetap dengan permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;
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Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  sebelum  memasuki  pokok  permohonan,  hakim

terlebih  dahulu  akan  mempertimbangkan  kewenangan  Pengadilan  Agama

untuk  mengadili  permohonan  a  quo dan  kedudukan  hukum (legal  standing)

Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan a quo telah diatur dalam Pasal 49 huruf

a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. ketentuan

Pasal  66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai  dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua

dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,

Pemohon adalah seorang suami, sedangkan Termohon adalah seorang isteri;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P  (Fotokopi  Duplikat  Kutipan

Akta  Nikah)  yang  telah  bermeterai  cukup,  di-nazegelen,  dan  cocok  dengan

aslinya,  merupakan  akta  otentik,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai

hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut

telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil,  serta  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg

juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama  Sarolangun

berwenang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  dan  Pemohon memiliki

kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon

hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh

orang  lain  sebagai  wakil/kuasanya  dan  ketidakhadiran  Termohon  tidak
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disebabkan oleh alasan yang sah, namun hakim tetap berusaha mendamaikan

dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon

dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  karena  Termohon tidak  hadir,  maka  mediasi

sebagaimana  dimaksud  oleh  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  tidak  dapat

dijalankan;

Menimbang,  bahwa  pokok  permohonan  Pemohon  adalah  bahwa

Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun memberi izin kepada

Pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj`i terhadap  Termohon  di  depan

sidang Pengadilan  Agama Sarolangun dengan  alasan  antara  Pemohon dan

Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di  persidangan dan

karenanya dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di

depan  Pengadilan,  maka  selanjutnya  Termohon  dinyatakan  tidak  hadir  dan

sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  125  ayat  (1)  HIR/Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg

perkara ini diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Termohon, hal tersebut

sesuai  pula  dengan  kaidah  dalam Kitab  Raw ah  al- ālib n  wa  ‘Umdah  al-ḍ Ṭ ῑ

Muft nῑ  karya al-Nawāw  (w. 676 H) juz 11 halaman 194 yang berbunyi sebagaiῑ

berikut;

علَيَهِْ            واَلحُْكمُْ واَلبْيَنّةَُ الدعّوْىَ سَمَاعُ جَازَ بعِذُرْهِِ أوَْ بتِوَاَريِهِ إحِْضَارُهُ تعَذَرَّ  وإَنِْ

Artinya: “apabila  (Termohon)  berhalangan  hadir  karena  bersembunyi  atau

enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa

bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut”;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak

adalah  karena  antara  Pemohon  dan  Termohon  terus  menerus  terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga,  maka sesuai  Pasal  22 ayat  (2)  Peraturan Pemerintah

Nomor  9  Tahun  1975  jo.  Pasal  134  Kompilasi  Hukum  Islam,  hakim  telah

mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  tersebut,  sudah  dewasa,  berakal

sehat,  dan  sebelum  memberikan  keterangannya  telah  disumpah  terlebih
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dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172

ayat (1) R.Bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  kedua  saksi  Pemohon  adalah  fakta

yang dilihat  sendiri  dan relevan dengan dalil-dalil  Pemohon,  oleh karena itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil  sebagaimana telah

diatur  dalam Pasal  308  R.Bg,  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi

tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan

keterangan  saksi-saksi  di  atas,  maka  hakim  telah  menemukan  fakta  dalam

persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan

dan pertengkaran;

- bahwa  kurang  lebih  8  (delapan)  bulan  terakhir,  Pemohon  dan  Termohon

berpisah  tempat  tinggal  dan  tidak  pernah  berkomunikasi  sebagaimana

layaknya suami-istri;

- bahwa yang  menyebabkan  pertengkaran  antara  Pemohon dan  Termohon

adalah  karena  masalah  ekonomi,  Termohon  selalu  merasa  tidak  puas

dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

- bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarganya

masing-masing namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1

Tahun  1974  bahwa  suami  isteri  wajib  saling  cinta-mencintai  hormat-

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang

lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak

menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Pemohon dan Termohon telah

terjadi  perselisihan/pertengkaran  dan  berakhir  dengan  pisah  tempat  tinggal

yang hingga sekarang telah berlangsung selama 8 bulan tanpa ada komunikasi

demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Pemohon

dan Termohon sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;
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Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam

serumah  lagi  dan  tidak  ada  harapan  untuk  hidup  rukun  lagi/kembali,  maka

rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang,  bahwa  hakim  perlu  mengetengahkan  firman  Allah  Swt.

dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 227 yang bunyinya sebagai berikut:

ٱ  ٱ      علَيِمٱ سَمِيعٌ للهَّ فإَنِّ لطلّقََٰ ْ عزََمُوا منمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنموإَنِ ٢٢٧ن  

Artinya: “dan  jika  mereka  ber’azam  (bertetap  hati  untuk)  talak,  maka

sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Pemohon tidak menginginkan

untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Termohon;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  penilaian  atas  fakta  dan  hukum

sebagaimana  diuraikan  di  atas,  hakim  berkesimpulan  bahwa  pokok

permohonan Pemohon  beralasan  menurut  hukum,  yaitu  bahwa  antara

Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang

sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun

dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta

kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah  sebagaimana  yang  dimaksud  oleh

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.  Pasal 2 dan 3 Kompilasi

Hukum  Islam,  dengan  demikian  telah  memenuhi  alasan  perceraian

sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  Termohon  telah  dipanggil  secara  sah  dan  patut

tidak  hadir  dipersidangan  tidak  pula  mengutus  orang  lain  sebagai  wakilnya

sedangkan permohonan pemohon tidak melawan hukum, maka oleh karenanya

harus dinyatakan tidak dan permohonan dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  permohonan  Pemohon  di

atas, maka Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun setelah

putusan ini berkekuatan hukum tetap;
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Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang

perkawinan,  maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan  dalil-dalil  syar’i  serta  peraturan  perundang-undangan

lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2.   Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3.   Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i  terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama

Sarolangun;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp  640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu  rupiah).

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  dalam  sidang  Hakim  Tunggal  di

Pengadilan Agama Sarolangun pada hari  Rabu tanggal  17 Juli 2024 Masehi

bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 Hijriah oleh Taufiqur Rakhman

Al Haq, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu

oleh  Anita Kirana,  S.H.I., sebagai  Panitera Pengganti,  dengan dihadiri  oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Taufiqur Rakhman Al Haq, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Anita Kirana, S.H.I.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp  30.000,00
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-  Proses : Rp  75.000,00

-  Panggilan : Rp495.000,00

-  PNBP : Rp  20.000,00

-  Redaksi : Rp  10.000,00

-  Meterai : Rp  10.000,00

J u m l a h : Rp640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu  rupiah).
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